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BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Demi untuk ikut mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan ikut turut serta menciptakan kehidupan bangsa sebagaimana 
pada alenia 4 Undang-Undang 1945 maka pemerintahan perlu adanya pengembangan 
pola pikir masyarakat secara luas agar menjadi generasi yang mampu bersaing secara 
global dan pemerintahan perlu adanya rencana kerja dalam suatu sistem pengelolaan 
keuangan negara, dimana mencangkup penerimaan negara dan pengeluaran negara 
dalam satu tahun anggaran yang berfungsi sebagai mengatur dan mengelola suatu 
pemerintahan yang efektif dalam mencapai tujuannya. Salah satu bentuk penerimaan 
suatu negara yaitu dari sektor pajak.  
 
Dalam hal mengenai pajak menjadi peran vital pada suatu negara sebagai pendapatan 
yang sebagian besar anggaran negara dipengaruhi penghasilan dari pajak dan dalam 
pengembangan kesadaran akan pentingnya perpajakan negara peran masyarakat luas 
menjadi hal yang penting dalam membangun suatu negara. Anggaran negara tersebut 
adalah hasil dari pungutan pajak kepada orang pribadi dan badan yang nantinya 
sebagai sarana untuk membangun infastruktur negara dan sebagai anggaran 
perbelanjaan sebuah negara untuk kepentingan umum.  
 
Seperti di negara yang sedang berkembang, salah satunya negara di indonesia yang 
merupakan negara yang berkembang secara terus menerus melaksanakan 
pembangunan untuk pencapaian target yang direncanakan dalam mensukseskan 
pembangunan nasional secara merata dan memenuhi kebutuhan rumah tangga negara 
untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam hak kesejahteraan rakyat adil dan 
makmur.  
 
Seperti yang tercantum pada Undang-Undang Perpajakan wajib pajak orang 
pribadi/badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro (1995 : 5) pajak adalah iuran 
rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 
tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan 
yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.  
 
Sistem pajak yang di Indonesia menggunakan sistem assestment merupakan sistem 
pumungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada 
wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri 
besarnya pajak yang dibayar.Warga negara yang sudah diwajibkan membayar pajak, 
pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan disebut wajib 
pajak.  
 
pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh setiap orang 
ataupun badan yang memiliki sifat memaksa, tetapi tetap berdasarkan dengan 
undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan guna 
kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. tanggung jawab atas kewajiban 
pembayaran pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan 
berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. 
Pemerintah menargetkan penerimaan pajak dalam anggaran pendapatan dan belanja 
negara (APBN) 2019 sebesarRp1.577.600.000,00 (target tersebut meningkat sebesar 
20,1% dari realisasi penerimaan pajak pada 2018).  
 
Pada penerimaan pajak tahun 2019 dengan kondisi beberapa sentimen ekonomi global 
yang terjadi, pencapaian pajak cukup menjadi tantangan. Ditjen pajak mengupayakan 
perbaikan khusus guna mencapai target penerimaan negara 2019 dengan peningkatan 
mutu manajemen sehingga objek pajak tepat sasaran. Sepanjang 2018, Ditjen pajak 
mengumpulkan penerimaan pajak sebanyak Rp1.715.930.000,00 Angka tersebut belum 
memenuhi target dalam APBN 2018 yang mencapai 92,41% dari target sebesar Rp 
1.424.000.000,00 (Bawono : 2019).  
 
DJP telah menerbitkan peraturan Dirjen Pajak Nomor PER – 02/PJ/ 2019 tentang 
tatacara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan. Peraturan 
tersebut merupakan pelaksanaan dari peraturan menteri keuangan Nomor 
9/PMK.03/2018 dan menggantikan tujuh ketentuan dirjen pajak sebelumnya terkait 
penyampaian SPT (surat pemberitahuan).  
 
Salah satu pokok perubahan penting dalam PER 02 adalah mengenai kewajiban 
penyampaian SPT melalui e-filing juga berlaku bagi Wajib Pajak tertentu antara lain: 
Wajib Pajak yang melakukan pemotongan PPH (pajak penghasilan) terhadap lebih dari 
20 Karyawan, wajib menggunakan e-filing untuk menyampaikan SPT masa PPh pasal 
21/26 dan. Pengusaha kena pajak, wajib menggunakan e-filing untuk menyampaikan 
SPT masa PPN.  
 
Apabila Wajib Pajak yang diwajibkan menyampaikan SPT melalui e-filling ternyata 
menggunakan cara lain seperti menyampaikan secara langsung atau mengirimkan via 
pos, SPT yang disampaikan tidak dapat diterima, dan harus dikembalikan kepada Wajib 
Pajak. Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya di Indonesia dapat di 
bedakan menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah.Pajak pusat adalah pajak-pajak 
yang dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah di kelola oleh pemerintah 
daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.  
 
Pajak penghasilan merupakan salah satu cara penerimaan negara dalam bentuk 
pungutan negara terhadap Wajib Pajak maupun Badan yang berkaitan dengan 
perolehan penghasilan masing-masing subjek pajak yang nantinya di kelola oleh 
pemerintah di lakukan secara langsung dengan membuat surat setoran pajak dengan 
kertas/manual atau tidak langsung dengan menggunakan sistem E-Billing yang 
merupakan sistem pembayaran elektronik yang di sediakan oleh Direktorat Jendral 
Pajak untuk mempermudah Wajib Pajak Orang Prbadi atau Badan sesuai 
PMK-243/PMK.03/2014 tentang tatacara pembayaran dan penyetoran pajak dan juga 
diatur oleh Per-26/Pj/2014 tentang sistem pembayaran pajak secara elektronik. Dengan 
peraturan PMK-243/PMK.03/2014 yang berisi tentang bahwa ketentuan mengenai 
penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak penentuan tempat 
pembayaran pajak, penyetoran dan pelaporan pajak, serta tatacara pengangsuran dan 
penundaan pembayaran pajak yang telah diatur dalam peraturan menteri keuangan 
nomor 184/PMK.03/2007 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 
penyetoran pajak, penentuan tempat pembayaran pajak dan pelaporan pajak, serta 
tatacara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak sebagaimana sudah diubah 
dengan peraturan menteri keuangan nomor 80/PMK.30/2010.  
 
Ketentuan mengenai jangka waktu pelunasan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak 
kurang bayar, dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, serta surat keputusan 
pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, dan putusan peninjauan 
kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah bagi Wajib 
Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu telah diatur dalam peraturan 
menteri keuangan Nomor 187/PMK.03/2007.  
 
Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan menyesuaikan dengan perkembangan 
teknologi informasi, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tatacara pembayaran 
dan penyetoran pajak. Kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan adalah 
salah satu tempat pelaporan pajak tahunan yang telah ditunjuk oleh kementrian 
keuangan sebagai bentuk cabang dari DJP yang berada di daerah yang berfungsi 
sebagai untuk membantu penginputan pelaporan pajak Pribadi/Badan tahunan dengan 
melayani Wajib Pajak dengan menggunakan 
sistem perpajakan yang berlaku sesuai dengan peraturan kementerian keuangan.  
 
Ruang Lingkup Pembahasan Ruang Lingkup Pembahasan dalam laporan tugas akhir 
dengan judul “OPTIMALISASI EFEKTIVITAS SECARA SISTEMATIS E-BILLING PADA 
PELAYANAN PERPAJAKAN SESUAI UNDANG-UNDANG No. 16 TAHUN 2009 DI KANTOR 
PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN BUMIAYU” adalah sebagai 
berikut : Penerapan pengenaan PMK-242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran 
dan penyetoran pajak.  
 
Pajak penghasilan orang pribadi dan badan yang diterima atas penghasilan wajib pajak 
setiap tahun atas penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi 
perpajakan. Pengaruh penerapan PMK-242/PMK.03/2014 tentang tata cara pembayaran 
dan penyetoran pajak. Pajak penghasilan orang pribadi dan badan yang diterima atas 
penghasilan Wajib Pajak setiap tahun atas penerimaan pajak di Kantor Pelayanan 
Penyuluhan Dan Konsultasi perpajakan. Kendala penerapan PMK-242/PMK.03/2014 
tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak.  
 
Pajak penghasilan orang pribadi dan badan yang diterima atas penghasilan wajib pajak 
setiap tahun atas penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi 
perpajakan. Upaya mengatasi kendala PMK-242/PMK.03/2014 Tentang tata cara 
pembayaran dan penyetoran pajak. Pajak penghasilan orang pribadi dan badan yang 
diterima atas penghasilan wajib pajak setiap tahun atas penerimaan pajak di Kantor 
Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan. C. Tujuan dan kegunaan penulisan a. 
tujuan penulisan a. Mengetahui pengaruh penerapan pengenaan 
PMK-242/PMK.03/2014 Tentang pajak penghasilan Wajib Pajak yang diterima atas 
penghasilan wajib pajak setiap tahun atas penerimaan pajak di Kantor 
PelayananPenyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Bumiayu. b. Mengetahui kendala 
penerapan pengenaan PMK-242/PMK.03/2014 Tentangpajak penghasilan Wajib Pajak 
yang diterima atas penghasilan Wajib Pajak setiap tahun atas penerimaan pajak di 
Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bumiayu. c. Mengetahui 
mengatasi penerapan pengenaan PMK-242/PMK.03/2014 Tentang pajak penghasilan 
Wajib Pajak yang di terima atas penghasilan wajib pajak setiap tahun atas penerimaan 
pajak di Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Perpajakan Bumiayu. 
b. kegunaan penulisan a.  
 
Bagi Penulis Untuk memperluas wawasan dan menambah pengetahuan pajak 
penghasilan tentang ”Optimalisasi Efektivitas Secara Sistematis E-Billing Pada Pelayanan 
Perpajakan Sesuai UU No.16 Tahun 2009 Di Kantor PelayananPenyuluhan Dan 
Konsultasi Perpajakan Bumiayu”. b. Bagi Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi 
Pajak Bumiayu Sebagai bahan masukan untuk memperkaya/meningkatkan kinerja di 
Kantor Pelayanan Penyuluhan Dan Konsultasi Pajak Bumiayu tentang pajak penghasilan 
dengan sistem pembayaran E-Billing sesuai Undang-Undang No.16 Tahun 2009 
sehingga dapat menjadikan pelayanan untuk Wajib Pajak menjadi lebih baik dan 
menjadi lebih efektif. c.  
 
Bagi Universitas Pancasakti Tegal Sebagai bahan referensi yang diharapkan bermanfaat 
bagi para pengajar dan mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis terutama pada Program 
Studi Manajemen Perpajakan pada khususnya. 
Metode Pengumpulan Data Metode yang dilakukan dalam menyusun laporan kuliah 
kerja praktek ini adalah : Interview / wawancara Pencarian data dilakukan dengan cara 
melalui wawancara dan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak bersangkutan 
yang mengetahui tentang informasi yang diperlukan.  
 
Metode observasi Pencarian data dilakukan dengan mengamati langsung 
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Kantor PelayananPenyuluhan dan Konsultasi 
Perpajakan Bumiayu. Studi pustaka Pencarian data dilakukan dengan mengambil data 
dari buku-buku bacaan, undang-undang, buku pengetahuan pajak dan lain-lainnya 
yang dapat digunakan sebagai sumber referensi dalam penyusunan laporan akhir.  
 
Sistematika Penulisan Laporan tugas akhir ini terdiri dari beberapa penulisan yang akan 
di bahas satu persatu dengan tujuan mempermudahpemahaman atas materi laporan, 
baik bagi pembaca maupun bagi penulis. Bab I Pendahuluan Bab ini berisi mengenai 
tentang latar belakang masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat 
penulisan laporan tugas akhir itu sendiri.  
 
Bab II Gambaran umum Kantor penyuluhan Dan konsultasi perpajakan Bumiayu Bab ini 
berisi mengenai perincian mengenai gambaran umum Kantor PelayananPenyuluhan 
Dan Konsultasi Perpajakan Bumiayu. Bab III Tujuan teori dan Praktek Bab ini berisi 
tentang pengertian umum, mekanisme perhitungan, pemotongan pada pajak sampai 
dengan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dikantor pelayanan berisi m 
penyuluhandan Konsultasi Perpajakan Bumiayu.  
 
Bab IV Kesimpulan dan Saran Bab ini engenai kesimpulan yang akan diambil dari 
pembahasan serta saran yang akan disampaikan oleh penulis. 
 
BAB II GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANANPENYULUHANDANKONSULTASI 
PERPAJAKAN BUMIAYU Dasar Hukum. PMK–243/PMK03/2014 Tentang Tata Cara 
Pembayaran Dan Penyetoran Pajak. PMK–32/PMK05/2014 Tentang Sistem Penerimaan 
Negara Secara Elektronik. PMK–26/PJ/2014 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara 
Elektronik. Visi dan Misi Organisasi.  
 
MOTTO Melayani dengan prima (professional, ramah, integritas, mudah dan akurat). VISI 
Menjadi industri pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah asia 
tenggara. MISI Menyelenggarakan fungsi administrasi dengan menerapkan 
undang-undang perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggara negara 
demi kemakmuran rakyat.  
 
Struktur Organisasi. Kantor Pelayanan PenyuluhanDan Konsultasi Perpajakan di Bumiayu 
merupakan bagian dari cabang Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Tegal, adapun 
Struktur Organisasi Kantor PelayananPenyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bumiayu 
sebagai berikut : Tabel 1.1  
 
Struktur Organisasi Kp2kp Bumiayu 
Sejarah Kantor PelayananPenyuluhanDan Konsultasi Perpajakan Bumiayu. Profil KP2KP 
Bumiayu / Gambar 1.1 Pada tanggal 18 juli 1980 dibentuk kantor dengan nama Kantor 
Dinas Luar II yang dikepalai oleh Bapak Mardianto, kemudian pada tahun 1993 sampai 
dengan tahun 1996 sampai tahun 1998 mengalami perubahan lagi dari Kantor Inspeksi 
Pajak menjadi Kantor Penyuluhan Pajak (KAPENKA) kemudian pada tahun 1998 
dibentuk Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) Tegal. Dan 
akhirnya November 2007 diganti menjadi Kantor PelayananPenyuluhan dan Konsultasi 
Perpajakan (KP2KP) Bumiayu.  
 
Sesuai keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-141/PJ/2007 tentang Penerapan 
Organisasi, Tata kerja dan saat mulai beroperasinya Kantor wilayah Direktorat Jendral 
Pajak Jawa Tengah II dan kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak Daerah Istimewa 
Yogyakarta, serta 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi 
Perpajakan di lingkungan kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah 1, Kantor 
Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II, dan Kantor Wilayah Direktorat Pajak 
Daerah Istimewa Yogyakarta, KP2KP Bumiayu Secara Resmi Mulai Beroperasi Pada 
Tanggal 06 November 2007 dan merupakan Unit Eselon IV Dibawah KPP Pratama Tegal 
dan merupakan unit kerja (sebagai satuan kerja) dibawah Kanwil DJP Jawa Tengah 1.  
 
Kedudukan wilayah, Tugas, Fungsi Kantor PelayananPenyuluhan dan Konsultasi 
Perpajakan Bumiayu. Kedudukan KP2KP Bumiayu Terhadap Instansi Vertikal. Sesuai 
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-141/PJ/2007 tentang Penerapan 
Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jendral 
Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa 
Yogyakarta, serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan 
dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa 
Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak II, dan Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, KP2KP Bumiayu secara resmi mulai 
beroperasi pada tanggal 06 November 2007 dan merupakan Unit Eselon IV di bawah 
KPP Pratama Tegal dan merupakan Unit Kerja (Sebagai Satuan Kerja) di bawah Kanwil 
DJP Jawa Tengah 1.  
 
Wilayah Kerja Wilayah Kerja KP2KP Bumiayu meliputi wilayah Kabupaten Brebes yang 
memiliki 51.734 Wajib Pajak ( per Desember 2011 ) sebagai salah satu daerah otonom di 
Provinsi Jawa Tengah yang terletak di sepanjang pantai utara Laut Jawa, memanjang ke 
selatan berbatasan dengan wilayah Karisidenan Banyumas, sebelah timur berbatasan 
dengan Kota Tegal dan Kabupaten Tegal, serta sebelah barat berbatasan dengan 
Provinsi Jawa Barat, Letaknya antara 60.44’ – 70,21’ Lintang Selatan dan antara 108.041’ 
– 109.011’. Wilayah Kabupaten Brebes memiliki luas 1.663,39 m yang terdiri dari 17 
Kecamatan dan 292 desa sebagai berikut : Tabel 2.1 Daftar daerah wilayah kerja KP2KP 
Bumiayu No.  
 
_Kecamatan _Jumlah Desa _ _1 _Salem _21 _ _2 _Bantarkawung _18 _ _3 _Bumiayu _15 _ 
_4 _Paguyangan _12 _ _5 _Sirampog _13 _ _6 _Tonjong _14 _ _7 _Larangan _11 _ _8 
_Ketanggungan _21 _ _9 _Banjarharjo _25 _ _10 _Losari _22 _ _11 _Tanjung _18 _ _12 
_Kersana _13 _ _13 _Bulakamba _19 _ _14 _Wanasari _20 _ _15 _Songgom _10 _ _16 
_Jatibarang _22 _ _17 _Brebes _18 _ _
Peta Administratif Wilayah Kerja Kp2kp Bumiayu / Gambar 2.1 Tabel 3.1 b.  
 
Tugas Dan Fungsi Bagian KP2KP Bumiayu Nama _Tugas Pokok _ _Ketua KP2KP Bumiayu 
Urip Prasetya Sukartono _1. Menghadiri rapat pembinaan. 2.Menandatangani surat 
keluar. 3. Menerima surat masuk. 4.Mengawasi pegawai dalam prses kerja. _ _Bendahara 
Kusnandar _Pengaduan barang-barang keperluan kantor. Penyusunan laporan kuasa 
penggunaan anggaran. Pelayanan konsultasi pajak. Tata usaha surat.  
 
_ _Pelaksana Amrin Muakhor Amalia Damayanti Hoyi Aura Krisnadi Arif Himawan 
_Pelayanan konsultasi perpajakan. Pelayanan pendaftaran NPWP. Pelayanan Formulir 
perpajakan. Penerimaan SPT dan surat lain. Bagian Rumah Tangga Kantor. _ _ 
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK Tinjauan Teori Pengertian Pajak Secara Umum 
Pajak adalah konstribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No 28 Tahun 2007).  
 
Membayar pajak merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpatisipasi 
dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan negara 
secara nasional. Sistem perpajakan Indonesia menggunakan sistem self assesment. 
Sistem self assesment adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, 
kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, 
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus 
dibayar.  
 
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak 
dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengertian Pajak Penghasilan 
Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan 
atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak.  
 
Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap 
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang 
berasal baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk 
konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan 
nama dan dalam bentuk apapun. (UU No 28 Tahun 2007) Pengertian Pajak Penghasilan 
Orang Pribadi Dan Badan Sebagai Subjek Pajak Menurut Undang-Undang No.  
 
36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH), pengertian Pajak Penghasilan (PPh) 
adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak Penghasilan atas penghasilan yang 
diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak yang menerima atau 
memperoleh penghasilan disebut Wajib Pajak. Subjek Pajak Penghasilan Subjek pajak 
adalah orang pribadi, warisan, atau badan termasuk bentuk usaha tetap, baik yang 
berada di dalamnegeri maupun berada di luar negeri, yang mempunyai atau 
memperoleh penghasilan dari Indonesia. (UU No 28 Tahun 2007) Subjek pajak dapat 
dibedakan menjadi seperti bagan berikut : Tabel 4.1  
 
Susunan Subjek Pajak Bagi orang pribadi, badan, warisan belum terbagi dan BUT 
sebagai Subjek Pajak, sudah mempunyai kewajiban dalam pemenuhan perpajakan, 
kewajiban ini disebut kewajiban subjektif, atau kewajiban perpajakan yang terkait 
dengan Subjek Pajak. Kewajiban Perpajakan adalah menghitung dan memperhitungkan, 
memotong, memungut, membayar, dan membayarkan, serta melapor dan melaporkan 
pajak yang terutang pihak lain yang harus dipotong atau dipungut. Berdasarkan 
kedudukan dan keberadaannya, subjek pajak dapat dibedakan yaitu : Subjek Pajak 
Dalam Negeri.  
 
Subek Pajak Luar Negeri. 
Subjek Pajak Dalam Negeri Subjek Pajak Dalam Negeri adalah orang pribadi atau badan 
yang bertempat tinggal atau berkedudukan di dalam Indonesia, yang dapat menerima 
atau memperoleh penghasilan dari Indonesia atau luar indonesia, baik dengan atau 
tanpa melalui bentuk usaha tetap di luar negeri dan juga warisan yang belum terbagi.  
 
Subjek Pajak Dalam Negeri dapat berbentuk : Orang Pribadi. Warisan. Badan. Orang 
pribadi Orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri, dapat dibedakan yaitu : Orang 
pribadi yang bertempat tinggal di indonesia. Orang pribadi yang berada di Indonesia 
lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan 
atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai 
niat untuk tinggal di Indonesia.  
 
Mulai dan berakhirnya kewajiban subjektif orang pribadi sebagai subjek pajak dalam 
negeri, di mulainya kewajiban subjektif orang pribadi dibedakan dengan ketentuan : 
Bagi yang bertempat tinggal di Indonesia dimulai pada saat orang tersebut lahir di 
Indonesia. Untuk orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan 
puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, kewajiban pajak subyektifnya 
mulai sejak hari pertama orang tersebut berada di Indonesia. Tabel 4.2  
 
Perbedaan subjek dalam negeri dengan luar negeri Keterangan _Subjek Pajak Orang 
Pribadi _ _ _Dalam Negeri _Luar negeri _ _Tempat tinggal _Di indonesia _Tidak di 
indonesia _ _Atau berada di Indonesia _Lebih 183 hari dalam 12 bulan _Tidak lebih 183 
hari dalam 12 bulan _ _Atau dalam satu tahun pajak berada di indonesia _Berniat tinggal 
di Indonesia _Tidak berniat tinggal di Indonesia _ _Badan Kewajiban pajak subyektif 
badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia dimulai pada saat badan tersebut 
didirikan atau berkedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak 
lagi berkedudukan di Indonesia.  
 
Warisan yang Belum Terbagi Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan 
merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli 
waris.Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti 
dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut 
tetap dapat dilaksanakan.Mulai dan berakhirnya kewajiban subjektif warisan sebagai 
subjek pajak dalam negeri, Kewajiban pajak subyektif warisan yang belum terbagi 
sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak dimulai pada saat timbulnya warisan 
yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai 
dibagi.Warisan orang pribadi yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan 
Subjek Pajak.  
 
Warisan yang belum terbagi dapat dibedakan sesuai orang pribadi yang meninggalkan 
warisan menjadi : Warisan Subjek Pajak Dalam Negeri. Warisan Subjek Pajak Luar 
Negeri. Warisan Subjek Pajak Dalam Negeri. Warisan menjadi Subjek Pajak Dalam 
Negeri apabila warisan yang di tinggalkan tersebut belum terbagi, dan menggantikan 
kewajiban pewaris, sampai dengan warisan tersebut dibagi. Warisan Subjek Pajak Luar 
Negeri.  
 
Warisan belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi Subjek Pajak Luar Negeri 
tidak menjadi Subjek Pajak Luar Negeri menggantikan kewajiban waris yang berhak, 
apabila orang pribadi Subjek Pajak Luar Negeri tersebut tidak menjalankan usaha atau 
melakukankegiatan usaha melalui suatu BUT. Hubungan antara warisan belum terbagi 
dengan Subjek Pajak dapat digambarkan seperti pada bagan berikut ini : Tabel 5.1  
 
Warisan yang belum terbagi Subjek Pajak Luar Negeri Subjek Pajak Luar Negeri adalah 
orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia 
yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik dengan 
ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap. Subjek Pajak Luar Negeri dapat dibedakan 
menjadi : Orang pribadi tidak melalui bentuk usaha tetap. Badan tidak melalui bentuk 
usaha tetap. Bentuk usaha tetap.  
 
Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak Luar Negeri Orang pribadi sebagai Subjek Pajak 
Luar Negeri dapat dibedakan menjadi : Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau 
yang berada tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan atau tidak berniat tinggal di 
indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia baik 
dengan atau tanpa BUT.  
 
Orang Pribadi yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar indonesia yang dapat 
menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, baik melalui ataupun tanpa 
melalui ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap adalah merupakan Subjek Pajak Luar 
Negeri. Orang pribadi dapat disebut sebagai Subjek Pajak Luar Negeri dengan 
ketentuan sebagai berikut : Tidak bertempat tinggal di indonesia.  
 
Berada di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan. 
Tidak berniat tinggal di indonesia. Mulai dan berakhirnya kewajiban subjektif orang 
pribadi sebagai subjek pajak luar negeri, kewajiban pajak subyektif orang pribadi 
sebagai subjek pajak luar negeri dimulai pada saat orang pribadi mempunyai hubungan 
ekonomis dengan Indonesia, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan dari 
sumber-sumber di Indonesia dan berakhir pada saat orang pribadi tersebut tidak lagi 
mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia.  
 
Badan Sebagai Subjek Pajak Luar Negeri Badan sebagai Subjek Pajak luar negeri adalah 
badan yang berkedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh 
penghasilan dari Indonesia, baik melalui ataupun tanpa melalui bentuk usaha tetap. 
Mulai dan berakhirnya kewajiban subjektif orang pribadi sebagai subjek pajak luar 
negeri, kewajiban pajak subyektif badan sebagai Subjek Pajak Luar Negeri dimulai pada 
saat badan tersebut mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia, yaitu 
menerima atau memperoleh penghasilan dari sumber-sumber di Indonesia dan berakhir 
pada saat badan tersebut tidak lagi mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia.  
 
Bentuk Usaha Tetap sebagai Subjek Pajak Luar Negeri Bentuk Usaha Tetap atau BUT 
adalah suatu tempat usaha, yang seluruh atau sebagian usaha dari suatu perusahaan 
dijalankan oleh Subjek Pajak Luar Negeri. BUT adalah suatu sarana bagi non resident 
taxpayer untuk melakukan bisnis di negara lain, yang berupa : agen, perwakilan dagang, 
cabang, atau anak perusahaan.  
 
BUT dapat berupa orang pribadi atau badan usaha, mulai dan berakhirnya kewajiban 
subjektif BUT sebagai Subjek Pajak Luar Negeri kewajiban pajak BUT dimulai pada saat 
orang pribadi atau badan tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan 
berakhir ada saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk 
usaha tetap.  
 
Bentuk usaha tetap dibedakan menjadi 3 yaitu BUT Aset fisik BUT aktivitas BUT 
keagenan Perbedaan BUT dengan Wajib Pajak dalam negeri yaitu : Wajib pajak Dalam 
negeri mempunyai objek penghasilan yang sifatnya world wide income, atau seluruh 
penghasilannya diakui tanpa melihat darimana penghasilan diperoleh. BUT hanyalah 
domestic income, yaitu hanya penghasilan dari negara domestik saja.  
 
Badan bukan bentuk usaha tetap yaitu badan usaha luar negeri yang tidak memenuhi 
kriteria sebagai BUT dan mempunyai penghasilan dari Indonesia merupakan Subjek 
Pajak Luar 
Negeri.Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh 
Direktur Jendral Pajak menurut kedaan yang sebenarnya. Badan atau organisasi atau 
pejabat yang tidak termasuk Subjek Pajak yaitu Badan perwakilan negara asing dan 
pejabat perwakilan diplomatik, konsulat. Organisasi internasional.  
 
Badan perwakilan negara asing dan pejabat perwakilan diplomatik, konsulat 
dikecualikan sebagai subjek pajak di tempat mereka mewakili negaranya, kecuali mereka 
memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya. Sedangkan organisasi internasional 
lainnya yaitu organisasi internasional yang tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain 
untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia yang diputuskan oleh menteri keuangan 
bukan merupakan Objek Pajak.  
 
Hubungan Antara Subjek Pajak Orang Pribadi Dengan Wajib Pajak Subjek pajak orang 
pribadi menjadi Wajib Pajak apabila telah memenuhi kewajiban subjektif maupun 
objektif. Hubungan antara Subjek Pajak Orang Pribadi dengan wajib pajak dapat 
digambarkan seperti bagan berikuti ini: Tabel 6.1 Hubungan Antara Subjek Pajak Orang 
Pribadi Dengan Wajib Pajak Hubungan Antara Subjek Pajak Badan Dengan Wajib Pajak 
Subjek pajak badan menjadi Wajib Pajak apabila telah memenuhi kewajiban subjektif 
maupun objektif.  
 
Hubungan antara Subjek Pajak badan dengan wajib pajak dapat digambarkan seperti 
bagan berikut ini : Untuk memahami perbedaan antara Wajib Pajak dalam negeri 
dengan Wajib Pajak luar negeri yaitu : 
Tabel 6.2 Hubungan antara subjek pajak badan dengan wajib pajak. Perbedaan antara 
Wajib Pajak dalam negeri dengan Wajib Pajak luar negeri: Tabel 6.3 Perbedaan antara 
wajib pajak dalam negeri dengan wajib pajak luar negeri.  
 
No _Keterangan _Wajib Pajak Dalam Negeri _Wajib Pajak Luar Negeri _ _1 _Asal 
penghasilan _Penghasilan dari maupun di luar Indonesia _Penghasilan dari Indonesia _ 
_2 _Dasar Pengenaan Pajak _Penghasilan netto _Penghasilan bruto _ _3 _Penghasilan 
Tarif _Umum _Sepadan _ _4 _Kewajiban _Menyampaikan SPT _Tidak menyampaikan SPT 
_ _ Objek PaPajak Penghasilan Objek pajak meliputi penghasilan adalah setiap tambahan 
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari 
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atauuntuk 
menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk 
apapun (UU No 28 Tahun 2007).  
 
Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, 
penghasilan yang dapat di kelompokan menjadi sebagai berikut : Penghasilan dari 
pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti bebas, gaji, honorium, 
penghasilan dari praktek dokter, notaries, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya. 
Penghasilan dari usaha dan kegiatan.  
 
Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti 
bunga, dividen, royalty, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak 
dipergunakan untuk usaha, dan Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan hutang dan 
hadiah. Rincian Objek Pajak Penghasilan berdasarkan jenis pajak penghasilan yang 
berkaitan dengan penghasilan tersebut, dapat digambarkan seperti pada bagan berikut 
ini :
 Tabel 7.1  
 
Struktur objek pajak penghasilan 
 
Objek Pajak Objek Pajak meliputi sebagai berikut : Penggantian atau imbalan berkenaan 
dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, premi 
asuransi kesehatan yang dibayar oleh pemberi kerja, tunjangan, honorium, komisi, 
bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, termasuk imbalan 
dalam bentuk lainnya, termasuk imbalan dalam bentuk natura yang pada hakikatnya 
merupakan penghasilan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang PPh.  
 
Hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan, Laba usaha, Keuntungan 
kerena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk : Keuntungan karena 
pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti 
saham atau penyertaan modal, keuntungan berupa selisih antara harga pasar dari harta 
yang diserahkan dan nilai bukunya merupakan penghasilan.  
 
Keuntungan karena penglihatan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota 
yang di peroleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya apabila wajib pajak menjual 
harta dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sisa buku atau lebih tinggi dari harga 
atau nilai perolehan, maka selisih harga tersebut merupakan keuntungan. Jika penjualan 
harta tersebut terjadi antara badan usaha dan pemegang seharusnya maka harga jual 
yang dipakai sebagai dasar untuk perhitungan keuntungan dari penjualan tersebut 
adalah harga pasar. Penerimaan kembali pembangunan pajak yang telah dibebankan 
sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.  
 
Misalnya, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sudah dibayar dan dibebankan sebagai 
biaya dankarena suatu sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar pengembalian 
tersebut merupakan penghasilan. Bunga termasuk premium, diskonto, dan Imbalan 
karena jaminan pengembalian hutang. Premium terjadi apabila surat obligasi dijual 
diatas nilai nominalnya, sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di 
bawah nilai nominalnya.  
 
Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto 
merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi. Dividen, dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan 
pembagian sisa hasil usaha koperasi. yang termasuk dalam pengertian dividen adalah : 
Pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, Pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang 
disetor, 
Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang 
berasal dari kapitalisasi agio saham, Pembagian laba dalam bentuk saham, Pencatatan 
tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran, Jumlah yang melebihi jumlah 
setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian 
kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan, Pembayaran kembali 
seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang 
lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari 
pengecilan modal dasar (statute)yang dilakukan secara sah, Pembayaran sehubungan 
dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba 
tersebut, Bagian laba sehubungan dengan pemikiran obligasi, Bagian laba yang diterima 
oleh pemegang polis, Pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi, 
Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan 
sebagai biaya perusahaan.  
 
Royalti atau imbalan atas penggunaan hak royalti adalah jumlah yang dibayarkan atau 
terutang dengan cara atau perhitungan apapun, baik dilakukan secara berkala maupun 
tidak, Sewa dan penghasilan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan 
dengan penggunaan harta gerak atau harta tak gerak, misalnya sewa mobil, sewa 
kantor, sewa rumah, dan sewa gudang, Penerimaan atau perolehan pembayaran 
berkala, misalnya alimentasi atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara 
berulang-ulang dalam waktu tertentu, Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali 
sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, 
Keuntungan yang diperoleh karena selisih kurs mata uang asing, Selisih lebih karena 
penilaian kembali aktiva, Premi asuransi, termasuk reasuransi, Iuran yang diterima atau 
di peroleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan 
usaha atau pekerjaan bebas, Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan 
yang belum dikenakan pajak, Penghasilan dari usaha berbasis syariah, Imbalan bunga, 
dan Surplus Bank Indonesia.  
 
Pajak Bersifat Final Penghasilan Pasal 4 ayat (2) juga merupakan objek pajak dan atas 
penghasilan-penghasilan tersebut diberikan perlakuan tersendiri 
dalam pengenaan pajaknya, yaitu dikenai pajak bersifat final berdasarkan 
pertimbangan-pertimbangan. Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang dikenai pajak bersifat 
final tersebut antara lain adalah : Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan 
lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan 
oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Penghasilan berupa hadiah 
undian.  
 
Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang 
diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan 
modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan model ventura. 
Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan /atau bangunan, usaha 
jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/ atau bangunan 
Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Penghasilan tertentu 
lainnya.  
 
Bukan Objek Pajak Penghasilan Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima 
oleh badan amil zakat yang dibentuk untuk disahkan oleh pemerintah dan yang 
diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya 
wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterimaoleh lembaga 
keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima 
oleh penerima sumbangan yang berhak, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, 
pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.  
 
Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus derajat, 
badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau 
orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, sepanjang tdak ada hubungan 
dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang 
bersangkutan. Warisan Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai 
pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.  
 
Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau 
diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, 
kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara 
final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (deemed profit). 
Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan 
asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi 
beasiswa.  
 
Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib 
pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau 
BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat 
kedudukan di Indonesia. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang 
pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja 
maupun pegawai.  
 
Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun yang pendiriannya telah 
disahkan Menteri Keuangan dalam bidang-bidang tertentu. Bagian laba yang diterima 
atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas 
saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit 
penyertaan kontrak investasi kolektif.  
 
Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian 
laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di 
Indonesia. Beasiswa yang diterima atau diperoleh WNI dari wajib pajak pemberi 
beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal 
yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.  
 
Sisa lebih yang diterima atau badan atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang 
bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, 
dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut. Bantuan 
atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kepada 
wajib pajak atau anggota masyarakat yang tidak mampu atau sedang mendapat 
bencana alam atau tertimpa musibah.  
 
Objek Pajak Bentuk Usaha Tetap Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau 
badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang 
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu BUT di indonesia, dikenakan 
pajak di indonesia melalui BUT tersebut. Objek pajak BUT meliputi : Penghasilan dari 
usaha atau kegiatan BUT tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai.  
 
Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian 
jasa di indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di 
Indonesia. Penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat 
hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan 
tersebut.  
 
Tarif Pajak Penghasilan Tarif Pajak Penghasilan (PPh) yang diterapkan atas penghasilan 
kena pajak terdiri dari tarif bagi wajib pajak orang prbadi dalam negeri (biasa disebut 
sebagai tarif umum) dan tarif bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha 
tetap (BUT).Mengenai tarif PPh atas dividen 
dan tarif PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang 
memiliki peredaran bruto tertentu.  
 
Tarif Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (Tarif Umum) Tabel 8.1 Tarif pajak 
penghasilan LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK _TARIF PAJAK _ _Sampai dengan Rp 
50.000.000,00 _5% _ _Di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00 _15% _ 
_Diatas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 _25% _ _Diatas Rp 
500.000.000 _30% _ _Contoh perhitungan tarif pajak penghasilan orang pribadi dalam 
negeri Jumlah penghasilan kena pajak adalah Rp 600.000.000,00 PPh yang terutang : 5% 
x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.500.000, 00 15% x Rp 200.000.000,00 = Rp 30.000.000, 00 
25% x Rp 250.000.000,00 = Rp 62.500.000, 00 30% x Rp 100.000.000,00 = Rp 30.000.000, 
00 + Rp 125.000.000, 00 Penerapan ketentuan tarif pajak, jumlah penghasilan pajak 
dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.  
 
Misalnya, penghasilan kena pajak sebesar Rp 5.050.900,00 untuk penerapan tarif 
dibulatkan ke bawah menjadi Rp 5.050.000,00. Tarif Bagi Wajib Pajak Badan Negeri Dan 
BUT Tarif bagi wajib pajak badan negeri dan BUT dikenakan tarif sesuai Undang-Undang 
perpajakan sebesar 25%. Contoh perhitungan tarif pajak bagi wajib pajak badan negeri 
dan BUT Jumlah penghasilan kena pajak Rp 1.250.000.000,00 PPh yang terutang = 25% 
X Rp 1.250.000.000,00 = Rp 321.500.000,00 Wajib pajak badan dalam negeri yang 
berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh penurunan tarif PPh sebesar 5% lebih 
rendah dari tarif PPh Wajib Pajak badan dalam negeri, sehingga tarif pajaknya menjadi 
sebesar 20% apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut : Paling sedikit 40% dari 
jumlah keseluruhan saham yang disetor dicatat untuk diperdagangkan di bursa efek di 
indonesia dan masuk dalam penitipan kolektif di lembaga penyimpanan dan 
penyelesaian, Saham tersebut harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak, 
Masing-masing pihak hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan 
saham yang ditempatkan atau disetor penuh.  
 
Ketiga syarat diatas harus dipenuhi oleh wajib pajak dalam jangka waktu paling singkat 
183 hari dalam jangka waktu 1 tahun pajak. Tarif Atas Dividen Tarif yang dikenakan atas 
penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada wajib pajak orang prbadi dalam 
negeri adalah paling tinggi sebesar 10% dan bersifat final.  
 
Tarif Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran 
Bruto Tertentu Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak 
yang memiliki peredaran bruto tertentu tersebut adalah wajib pajak yang memenuhi 
kriteria sebagai berikut : Wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan tidak 
termasuk BUT Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa 
sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 
4.800.000.000,00 dalam 1 tahun pajak.  
 
Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang tidak termasuk dalam kriteria wajib 
pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu meliputi : Tenaga ahli yang melakukan 
pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan arsitek, dokter, konsultan, notaris, 
penilai, dan aktuaris, Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, 
bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, 
pemain drama, dan penari, Olahragawan, Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, 
penyuluh, dan moderator, Pengarang, peneliti, dan penerjemah, Agen iklan, Pengawas 
atau pengelola proyek, Perantara, Petugas penjaja barang dagangan, Agen asuransi, dan 
Distributor perusahaan pemasaran berjenjang (multilevel marketing) atau penjualan 
langsung (direct selling) dan kegiatan sejenis lainnya.  
 
Tidak termasuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu 
adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan 
dan/atau jasa yang dalam usahanya. 
Menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, termasuk yang 
menggunakan gerobak, baik yang menetap maupun tidak menetap dan, Menggunakan 
sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang menurut peraturan 
perundang-undangan tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan, misalnya 
pedagang makanan keliling, pedagang asongan, warung tenda di trotoar, dan 
sejenisnya.  
 
Tidak termasuk wajib pajak badan yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah: Wajib 
pajak badan yang belum beroperasi secara komersial, atau Wajib pajak badan yang 
dalam jangka waktu 1 tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh 
peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000,00. Pengenaan PPh sbesar 1% tersebut 
didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun dari tahun pajak terakhir 
sebelum tahun pajak yang bersangkutan.  
 
Peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang, selain peredaran bruto dari: 
Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, penghasilan yang diterima atau diperoleh 
dari luar negeri, usaha yang atas penghasilannya telah dikenai PPh yang bersifat final, 
dan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Tahun pajak menurut ketentuan 
umum perpajakan adalah sarana dengan tahun kalender.  
 
Namun demikian, bagi wajib pajak yang tahun bukunya tidak sama dengan tahun 
kalender, tahun pajak ditentukan berdasarkan tahun buku didalamnya termasuk 6 bulan 
pertama atau lebih dari 6 bulandari tahun buku tersebut. Misalnya, jika tahun buku wajib 
pajak dimulai pada tanggal 1 juli 2014 dan berakhir pada tanggal 30 juni 2015 maka 
tahun buku tersebut tahun pajak 2014 karena memenuhi 6 bulan pertama dari tahun 
2014.  
 
Cara penentuan peredaran bruto dapat dilihat dalam contoh berikut ini : Bayu 
merupakan pedagang tekstil yang memiliki tempat kegiatan usaha di beberapa pasar di 
wilayah yang berbeda. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan diketahui rincian 
peredaran usaha di tahun 2014 adalah: Pasar A sebesar Rp 80.000.000,00 Pasar B 
sebesar Rp 250.000.000,00 Dengan demikian, peredaran bruto usaha perdagangan 
tekstil bayu sebagai dasar pengenaan PPh yang bersifat final adalah sebesar Rp 
730.000.000,00 (Rp 80.000.000,00 + Rp 250.000.000,00 + Rp 4 00.000.000,00).  
 
Apabila peredaran bruto dari usaha pada tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak 
yang bersangkutan tidak meliputi jangka waktu 12 bulan, maka pengenaan PPh 
didasarkan pada jumlah peredaran bruto tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak 
bersangkutan yang disetahunkan. Perhitungan Pajak Penghasilan Pada Pasal 21 Pajak 
penghasilan (PPh) Pasal 21 mengatur pembayaran pajak melalui pemotongan pajak atas 
penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri 
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dalam tahun berjalan.  
 
Pemotong Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan 
dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang 
diterima/diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan yaitu 
sebagai berikut : Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 
pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh 
pegawai atau bukan pegawai.  
 
Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan 
pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Dana pensiun atau 
badan lain yang membayarkan uang dan pensiun dan pembayaran lain dengan nama 
apapun dalam rangka pensiun. Badan yang membayar honorarium, komisi, fee, atau 
pembayaran lain.  
 
Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional 
dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang 
menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan 
dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu 
kegiatan. Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 Penerima penghasilan 
yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan : Pegawai Penerima 
uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua (THT) atau 
jaminan hari tua (JHT), termasuk ahli warisnya.  
 
Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan 
pemberian jasa meliputi : Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari 
pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries, penilai, dan aktuaris. 
Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, 
bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, 
penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. Olahragawan. Penasihat, pengajar, 
pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.  
 
Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer, dan sistem aplikasinya, 
telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada 
suatu kepanitiaan. Agen iklan. Pengawas atau pengelola proyek. Pembawa pesanan atau 
yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara. Petugas penjaja barang 
dagangan. Petugas dinas luar asuransi. Distributor perusahaan multilevel marketing atau 
direct sellingdan kegiatan sejenis lainnya.  
 
Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai 
pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Mantan pegawai. Peserta kegiatan yang 
menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam 
suatu kegiatan. Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong 
PPh pasal 21 adalah : Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari 
negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada 
dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia 
dan di indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau 
pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal 
balik.  
 
Pejabat perwakilan organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha 
atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. 
Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 
adalah : Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa 
penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Penghasilan yang diterima atau 
diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan 
sejenisnya.  
 
Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, THT, atau JHT yang 
dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak 
pegawai berhenti bekerja. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, 
berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang 
dibayarkan secara bulanan.  
 
Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorium, komisi, fee, dan imbalan 
sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa 
yang dilakukan. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang 
representasi, uang rapat, honorium hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam 
bentuk apapun yang diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, dan imbalan 
sejenis dengan nama apapun.  
 
Penghasilan berupa honorium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima 
atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap 
sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Penghasilan berupa jasa produksi, 
tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yag bersifat tidak teratur yang diterima atau 
diperoleh mantan pegawai atau Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh 
peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun 
yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.  
 
Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 termasuk pula penerimaan dalam bentuk 
natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang 
diberikan oleh : Wajib pajak yag dikenakan PPh yang bersifat final, atau Wajib pajak 
yang dikenakan PPh berdasarkan nama perhitungan khusus (deemed profit). 
Penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri 
merupakan penghasilan yang dipotong PPh pasal 21.  
 
Apabila penghasilan diterima atau diperoleh dalam mata uang asing, maka perhitungan 
PPh Pasal 21 didasarkan pada nilai tukar (kurs) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan 
yang berlaku pada saat pembayaran penghasilan tersebut atau pada saat dibebankan 
sebagai biaya. Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilanberupa penerimaan dalam 
bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya didasarkan pada harga pasar atas barang 
yang diberikan atau nilai wajar atas pemberian natura dan/atau kenikmatan yang 
diberikan.  
 
Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah : 
Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan 
dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan 
asuransi beasiswa. 
Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang 
diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, kecuali penghasilan dalam bentuk natura 
dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan 
oleh wajib pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final atau wajib pajak yang dikenakan 
PPh berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit).  
 
Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan 
oleh Menteri Keuangan, iuran THT atau JHT kepada badan penyelenggara jaminan sosial 
tenaga kerja yang dibayar pemberi kerja. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang 
berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 
pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang 
diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga 
keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada 
hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau disahkan oleh pemerintah 
sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan 
di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Beasiswa yang memenuhi persyaratan 
tertentu.  
 
PPh yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh pemerintah, 
merupakan penerimaan dalam bentuk kenikmatan. Penghasilan Tidak Kena Pajak 
Besarnya penghasilan tidak kena pajak per tahun sebagai berikut : Untuk diri wajib pajak 
orang pribadi Tambahan untuk wajib pajak kawin Tambahan untuk setiap anggota 
keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, 
yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.  
 
Penghasilan kena pajak perbulan adalah penghasilan kena pajak pertahun dibagi 12, 
yaitu : Untuk diri wajib pajak orang pribadi Tambahan untuk wajib pajak yang kawin 
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis 
keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling 
banyak 3 orang untuk setiap keluarga.  
 
Besarnya penghasilan tidak kena pajak bagi karyawati berlaku ketentuan sebagai berikut 
Bagi karyawati kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri 
Bagi karyawati tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk 
keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Apabila karyawati kawin dapat 
menunjukan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya 
kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh 
penghasilan, maka besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP 
untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. 
Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.  
 
Akan tetapi, bagi pegawai yang baru datang dan menetap di indonesia dalam bagian 
tahun kalender, besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari 
bagian tahun kalender yang bersangkutan.Dasar pengenaan dan pemotongan PPh pasal 
21 untuk setiap penerima penghasilantampak tabel berikut Tabel 9.1 Perhitungan 
penghasilan kena pajak Penerima Penghasilan Dan Dasar Pengenaan Dan Pemotongan _ 
_Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Neto dikurangi PTKP _ _Besarnya penghasilan 
neto adalah Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 
Rp500.000,00 sebulan/ Rp6.000.000,00 Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh 
pegawai kepada dananselon yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan 
atau badan penyelenggara THT atau JHT yang dipersamakan dengan dana pesiun yang 
pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.  
 
_ _Penerima enselon berkala Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Neto dikurangi PTKP 
_ _Besarnya penghasilan neto adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi 
dengan biaya enselon, sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 
Rp200.000,00 sebulan atau Rp2.400.000,00 setahun. _ _ 
Tabel 9.2 Pegawai penerima uang pesangon, uang manfaat pensiun, THT dan JHT yang 
dibayarkan sekaligus Penerima Penghasilan Dan Dasar Pengenaan Dan Pemotongan _ 
_Pegawai Penerima Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, THT, dan JHT yang 
Dibayarkan Sekaligus Penghasilan yang diterima atau diperoleh dikenai pemotongan 
PPH Pasal 21 yang bersifat final _ _PPh Pasal 21 yang bersifat final terutang pada saat 
dilakukan pembayaran uang pesangon, uang manfaat pensiun, THT, atau JHT yang 
dibayarkan sekaligus.  
 
Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, THT, atau JHT tersebut 
dianggap dibayarkan sekaligus, apabila sebagian atau seluruh pembayarannya dilakukan 
dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender. Penghasilan berupa uang manfaat 
pensiun yang dibayarkan secara sekaligus meliputi : Pembayaran sebanyak-banyaknya 
20% dari manfaat pensiun yang dibayarkan secara sekaligus pada saat pegawai sebagai 
peserta pensiun atau meninggal dunia.  
 
Pembayaran manfaat pensiun bulanan yang lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang 
ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Menteri Keuangan yang dibayarkan sekaligus. 
Pengalihan uang manfaat pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa dengan cara dana 
pensiun membeli anuitas sebagai berikut. Sedangkan, apabila pemberi kerja 
mengalihkan uang pesangon secara bertahap atau berkala kepada pengelola tenaga 
kerja, pegawai dianggap belum menerima hak atas uang pesangon.  
 
Atas pengalihan uang pesangon kepada pengelola dana pesangon tenaga kerja melalui 
pembayaran secara bertahap atau berkala tersebut, tidak terutang PPh Pasal 21 yang 
bersifat final. Selanjutnya, pada saat pengelola dana pesangon tenaga kerja membayar 
uang pesangon kepada pegawai, baru dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 yang 
bersifat final oleh pengelola dana pesangon tenaga kerja.  
 
Apabila terjadi pengalihan uang manfaat pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa 
dengan cara dana pensiun membeli anuitas seumur hidup, maka pegawai sebagai 
peserta dianggap telah menerima hak atas uang manfaat pensiun yang dibayarkan 
secara sekaligus _ _
Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif 
penghasilan yang diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Penghasilan Kena 
Pajak = Penghasilan Bruto Dikurangi PTKP _ _ 
Tabel 9.3  
 
Pegawai tidak tetap/tenaga lepas yang menerima upahharian, upah satuan atau upah 
borongan sepanjang penghasilan kumulatif. Penerima Penghasilan Dan Dasar 
Pengenaan Dan Pemotongan _ _Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang 
menerima upah harian, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan 
kumulatif yang diterima dalam 1 bulan kalender belum melebihi Rp Jumlah penghasilan 
yang melebihi Rp 200.000,00 _ _Atas penghasilan bagi pegawai tidak tetap atau tenaga 
kerja lepas yang tidak dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatifnya dalam 1 bulan 
kalender belum melebihi Rp berlaku ketentuan berikut : Tidak dilakukan pemotongan 
PPh Pasal 21, apabila penghasilan sehari belum melebihi Rp 200.000,00 (ketentuan ini 
tidak berlaku atas penghasilan berupa honorium atau komisi yang dibayarkan kepada 
penjaja barang dan petugas dinas luar asuransi) Dilakukan pemotongan PPh Pasal 21, 
apabila penghasilan sehari atau rata-rata penghasilan sehari melebihi Rp200.000,00 
tersebut merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.  
 
Rata-rata penghasilan sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah 
borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan, yaitu : Apabila pegawai tidak tetap 
telah memperoleh penghasilan komulatif dalam 1 bulan kalender melebihi Rp maka 
jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar PTKP yang 
sebenarnya, yaitu sebesar PTKP untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya.  
 
PTKP sehari sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya adalah sebesar 
PTKP per tahun dibagi 360 hari. _ _Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat 
berkesinambunganPenghasilan Kena Pajak = 50% dari jumlah Penghasilan Bruto 
dikurangi PTKP per bulan _ _ 
Tabel 9.4  
 
Bukan pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat kesinambungan Penerima 
Penghasilan Dan Dasar Pengenaan Dan Pemotongan _ _Bukan Pegawai yang menerima 
imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan 50% dari jumlah Penghasilan Bruto _ 
_Apabila bukan pegawai memberikan jasa kepada pemotong PPh Pasal 21 dengan : 
mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya, maka jumlah penghasilan bruto adalah 
sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari 
pegawai yang dipekerjakan tersebut maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah 
sebesar jumlah yang dibayarkan.  
 
Melakukan penyerahan material atau barang, maka jumlah penghasilan bruto hanya 
atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat 
dipisahkan antara pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian 
tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material atau barang maka 
besarnya penghasilan bruto tersebut termasuk pemberian jasa dan material atau 
barang.  
 
Penerima penghasilan bukan pegawai dapat memperoleh pengurangan berupa PTKP 
sepanjang yang bersangkutan telah mempunyai NPWP dan hanya memperoleh 
penghasilan dari hubungan kerja dengan satu pemotong PPh pasal 21 serta tidak 
memperoleh penghasilan lainnya. Untuk memperoleh penghasilan lainnya. Untuk 
memperoleh pengurangan berupa PTKP tersebut, penerima penghasilan bukan pegawai 
harus menyerahkan fotokopi kartu NPWP, dan bagi wanita kawin harus menyerahkan 
fotokopi kartu NPWP suami serta fotokopi surat nikah dan kartu keluarga.  
 
_ _Penerima penghasilan selain yang telah disebutkan di atas Jumlah penghasilan bruto 
_ _Apabila jumlah penghasilan bruto dibayarkan kepada dokter yang melakukan praktik 
di rumah sakit dan/atau klinik, maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar 
jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit dan/atau klinik sebelum 
dipotong biaya-biaya atau bagi hasil oleh rumah sakit dan/atau klinik.  
 
Apabila berdasarkan ketentuan di bidang ketenagakerjaan diatur kewajiban untuk 
mengikutsertakanpegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dalamprogram JHT atau 
THT, maka iuran jaminan hari tua atau iuran tunjangan hari tua yang dibayar sendiri oleh 
pegawai tidak tetap kepada badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja atau 
badan penyelenggara THT, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.  
 
_ _ 
Tarif Pemotongan Tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri, yang biasa 
disebut sebagai tarif umum adalah : Tabel10.1 Tarif pemotongan pajak Lapisan 
Penghasilan Kena Pajak _Tarif Pajak _ _Sampai dengan Rp50.000.000,00 _5% _ _Di atas 
Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00 _15% _ _Di atas Rp250.000.000,00 
sampai dengan Rp500.000,00 _25% _ _Di atas Rp500.000.000,00 _30% _ _ Tarif Bagi 
Pegawai Tetap, Penerima Pensiun Berkala, Dan Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Lepas Yang 
Dibayar Secara Bulanan.  
 
Tarif umum diterapkan atas penghasilan kena pajak dari : Pegawai tetap. Penerima 
Pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga 
Kerja Lepas yang dibayarkan secara bulanan . Tarif Bagi Pegawai Tidak Tetap Atau 
Tenaga Lepas Harian, Mingguan, Satuan, Dan Borongan. Atas penghasilan yang diterima 
atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah 
mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian, sepanjang penghasilan 
tidak dibayarkan secara bulanan, tarif umum lapisan pertama (5%) diterapkan atas : 
Jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi Rp 200.000,00 atau Jumlah penghasilan 
bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya, dalam hal jumlah penghasilan komulatif dalam 1 
bulan kalender telah melebihi Rp 2.025.000,00 Apabila jumlah penghasilan kumulatif 
dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp 7.000.000.00 maka PPh Pasal 21 dihitung 
dengan menerapkan tarif umum atas jumlah penghasilan kena pajak yang disetahunkan.  
 
Tarif Bagi Bukan Pegawai Berkesinambungan, Anggota Dewan Komisaris/Dewan 
Pengawas, Mantan Pegawai, dan Peserta Program Pensiun Tarif Umum diterapkan atas 
jumlah kumulatif dari : Penghasilan Kena Pajak, sebesar 50% dari jumlah penghasilan 
bruto dikurangi PTKP per bulan, yang diterima atau diperoleh bukan pegawai yang 
menerima imbalan yang 
bersifat berkesinambungan yang memperoleh pengurangan berupa PTKP karena 
memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan satu 
pemotong PPh Pasal 21 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya.  
 
50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan 
pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan yang tidak 
memenuhi ketentuan pada poin a. Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, 
tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima 
atau diperoleh mantan pegawai Jumlah penghasilan bruto berupa honorium atau 
imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan 
komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada 
perusahaan yang sama.  
 
Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program 
pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya 
telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Tarif Bagi Bukan Pegawai Tidak 
Berkesinambungan Dan Peserta Kegiatan Tarif umum diterapkan atas jumlah kumulatif 
dari 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada 
bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan.  
 
Jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak 
dipecah, yang diterima oleh peserta kegiatan. Tarif Bagi Pegawai Yang Menerima 
Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, THT, Atau JHT Yang 
Dibayarkan Sekaligus Tarif PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon 
ditentukan sebagai berikut : Sebesar 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 
50.000.000,00.  
 
Sebesar 5% atas penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 
100.000.000,00. Sebesar 15% atas penghasilan bruto diatas Rp 100.000.000,00 sampai 
dengan Rp 500.000.000,00. Sebesar 25% atas penghasilan bruto di atas Rp 
500.000.000,00. Tarif PPh Pasal 21 atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun, THT, 
atau JHT yang dibayarkan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender.  
 
Apabila terdapat bagian penghasilan yang terutang atau dibayarkan pada tahun ketiga 
dan tahun-tahun berikutnya, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan dengan menerapkan 
tarif umum atas jumlah bruto seluruh penghasilan terutang atau dibayarkan kepada 
pegawai pada masing-masing tahun kalender yang bersangkutan. PPh Pasal 21 yang 
dipotong tersebut tidak bersifat final dan dapat diperhitungkan sebagai pembayaran 
pajak pendahuluan atau kredit pajak.  
 
Pemotongan pajak wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh 
Pasal 21 yang terutang atas uang pesangon, uang manfaat pensiun, THT, atau JHT. 
Kewajiban menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan serta kewajiban 
memberikan bukti pemotongan, tetap dilakukan terhadap pegawai yang dikenai tarif 
PPh Pasal 21 sebesar 0%.  
 
Apabila pembayaran uang pesangon dialihkan oleh pemberi kerja kepada pengelola 
dana pesangon tenaga kerja dengan pembayaran secara sekaligus, maka pemotongan 
PPh Pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja pada saat pengalihan uang pesangon. 
Sedangkan, apabila pembayaran uang pesangon dialihkan oleh pemberi kerja kepada 
pengelola dana pesangon tenaga kerja dengan pembayaran secara bertahap atau 
berkala, maka pemberi kerja tidak melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas pengalihan 
uang pesangon tersebut.  
 
Pemotongan PPh Pasal 21 atas uang pesangon dilakukan oleh pengelola dana 
pesangon tenaga kerja pada saat pembayaran uang pesangon kepada pegawai Apabila 
terjadi pengalihan uang manfaat pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa dengan cara 
dana pensiun membeli anuitas seumur hidup, maka pemotongan PPh Pasal 21 
dilakukan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan 
pada saat pembeliandanpegawai sebagai peserta dianggap telah menerima hak atas 
uang manfaat pensiun yang dibayarkan secara sekaligus.  
 
Atas pengalihan uang manfaat pensiun kepada perusahaan asuransi jiwa dengan cara 
dana pensiun membeli anuitas seumur hidup tersebut, terutang PPh Pasal 21 yang 
bersifat final dan pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh Dana Pensiun Pemberi kerja 
atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan pada saat pembelian anuitas seumur hidup. 
Selanjutnya, pada saat perusahaan asuransi jiwa membayar uang manfaat pensiun 
kepada pegawai, tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 21.  
 
Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh 
Pasal 21 yang terutang atas uang pesangon, uang manfaat pensiun, THT, atau JHT untuk 
setiap masa pajak. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak untuk setiap masa 
pajak wajib disetor ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh 
Menteri Keuangan, paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir.  
 
Pemotong pajak wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 untuk 
setiap masa pajak yang dilakukan melalui penyampaian SPT Masa PPh Pasal21 ke KPP 
tempat pemotong pajak terdaftar, paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. 
Apabila tanggal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 21 dan batas akhir pelaporan PPh 
Pasal 21 bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, 
penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.  
 
Pemotong pajak wajibmemberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21, baik diminta 
maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada pegawai yang berhak 
menerima uang pesangon, uang manfaat pensiun, THT, atau JHT.Kewajiban 
menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan serta kewajiban memberikan 
bukti pemotongan tetap dilakukan terhadap pegawai yang dikenai tarif pemotongan 
sebesar 0%.  
 
Apabila dalam 1 masa pajak, kepada satu pegawai dilakukan lebih dari satu kali 
pembayaran penghasilan, maka bukti pemotongan PPh Pasal 21 dapat dibuat sekali 
untuk 1 masa pajak. Tarif Bagi Penerima Yang Tidak Mempunyai NPWP Bagi menerima 
penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiiki Nomor Pokok Wajib Pajak 
(NPWP), dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada 
tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.  
 
Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh Pasal 21 
yang seharusnya dipotong yang bersangkutan memiliki NPWP. Pemotongan PPh Pasal 
21 tersebut hanya berlaku untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final. 
Perhitungan PPh Pasal 21 terutang Pegawai Tetap Untuk perhitungan PPh pasal 21 yang 
harus dipotong setiap masa pajak, kecuali massa pajak terakhir, tarif diterapkan atas 
perkiraan penghasilan yang akan diperolehselama 1 tahun, dengan ketentuan sebagai 
berikut : Perkiraan atas penghasilan yang bersifat teratur = jumlah penghasilan teratur 
dalam 1 bulan dikalikan 12.  
 
Dalam hal terdapat tambahan penghasilan yang bersifat tidak teratur, maka perkiraan 
penghasilan yang akan diperoleh selama satu tahun = jumlah penghasilan teratur dalam 
1 bulan dikalikan 12 ditambah jumlah penghasilan yang bersifat tidak teratur. 
Selanjutnya jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk setiap masa pajak. 
Atas penghasilan yang bersifat tidak teratur = PPh terutang atas jumlah penghasilan 
teratur dalam 1 bulan dikalikan 12, baru kemudian dibagi 12.  
 
Atas penghasilan yang bersifat tidak teratur = selisih antara PPh terutang atas jumlah 
penghasilan teratur dan jumlah penghasilan yang bersifat tdak teratur dengan PPh 
terutang atas jumlah penghasilan teratur dalam 1 bulan dikalikan 12. Perhitungan 
potongan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dalam bentuk rumus menjadi : 
Penghasilan Bruto sebulan Rpxxxx,00 Penambah: Penghasilan Bruto (Premi Jamsostek) 
Rpxxxx,00 Pengurang: Penghasilan Bruto (Biaya Jabatan, Iuran pensiun) Rpxxxx,00 
Penghasilan Neto Sebulan Rpxxxx,00 Penghasilan Neto Setahun (Penghasilan neto 
sebulan x 12) Rpxxxx,00 PTKP (pengurang penghasilan neto) (Rpxxxx,00) Penghasilan 
kena pajak Rpxxxx,00 PPh Terutang = Tarif umum x Penghasilan Kena Pajak PPh 
Terutang sebulan = PPh terutang setahun : 12 bulan Sedangkan perhitungan potongan 
PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur (THR, Bonus, dan lain-lain) dalam bentuk 
rumus adalah : PPh Terutang atas penghasilan teratur dan tidak teratur: Penghasilan 
Bruto Sebulan Rpxxxx,00 Penambah: Penghasilan Bruto (Premi Jamsostek) Rpxxxx,00 
Pengurang: Penghasilan Bruto (Biaya Jabatan, Iuran Pensiun) Rpxxxx,00 Penghasilan 
Neto Sebulan Rpxxxx,00 Penghasilan neto setahun (Penghasilan neto sebulan x 12) 
Rpxxxx,00 Penghasilan Tidak Teratur (THR) Rpxxxx,00 Total Penghasilan Rpxxxx,00 PTKP 
(pengurang penghasilan neto) Rpxxxx,00 Pengahasilan kena pajak Rpxxxx,00 
PPh Terutang atas penghasilan teratur dan tidak teratur = Tarif umum x penghasilan 
kena pajak PPh Terutang atas penghasilan teratur : Penghasilan Bruto sebulan Rpxxxx,00 
Penambah: Penghasilan Bruto (Premi Jamsostek) Rpxxxx,00 Pengurang: Penghasilan 
Bruto (Biaya Jabatan, iuran Pensiun) (Rpxxxx,00) Penghasilan neto sebulan Rpxxxx,00 
Penghasilan neto setahun (Penghasilan neto sebulan x 12) Rpxxxx,00 PTKP (pengurang 
penghasilan neto) Rpxxxx,00 Penghasilan Kena Pajak Rpxxxx,00 PPh terutang atas 
penghasilan teratur = Tarif umum x Penghasilan Kena Pajak PPh Terutang atas 
penghasilan tidak teratur =PPh terutang atas penghasilan teratur dan tidak teratur – PPh 
Terutang atas penghasilan teratur Apabila kewajiban pajak subjektif pegawai tetap 
terhubung sejak awal tahun kalender dan mulai bekerja setelah bulan januari, termasuk 
pegawai yang sebelumnya bekerja pada pemberi kerja lain, maka banyaknya bulan yang 
menjadi faktor pengali atau faktor pembagi adalah jumlahbulan tersisa dalam tahun 
kalender sejak yang bersangkutan mulai bekerja.  
 
Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong untuk masa pajak terakhir adalah selisih 
antara PPh yang terutang atas seluruh penghasilan kena pajak selama 1 tahun pajak 
atau bagian tahun pajak dengan PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa-masa 
sebelumnya dalam tahun pajak yang bersangkutan. Apabila kewajiban pajak subjektif 
pegawai tetap hanya meliputi bagian tahun pajak, maka perhitungan PPh Pasal 21 yang 
terutang untuk bagian tahun pajak tersebut dihitung berdasarkan penghasilan kena 
pajak yang disetahunkan, sebanding dengan jumlah bulan dalam bagian tahun pajak 
yang bersangkutan.  
 
Apabila pegawai tetap berhenti bekerja sebelum bulan Desember dan jumlah PPh Pasal 
21 yang telah dipotong dalam tahun kalender yang bersangkutan lebih besar dari PPh 
Pasal 21 yang terutang untuk 1 tahun pajak, maka kelebihan PPh Pasal 21 yang telah 
dipotong tersebut 
dikembalikankepada pegawai tetap yang bersangkutan bersamaan dengan pemberian 
bukti pemotongan PPh Pasal 21, paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berhenti 
bekerja.  
 
Jumlah penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif dibulatkan kebawah 
hingga ribuan penuh. Pegawai Tidak Tetap yang Upahnya Dibayarkan Secara Bulanan 
Perhitungan potongan PPh Pasal 21 dalam bentuk rumus adalah sebagai berikut: 
Penghasilan Bruto setahun RpXXXX,00 PTKP (pengurang penghasilan bruto) 
(RpXXXX,00) Penghasilan Kena Pajak RpXXXX,00 PPh Terutang = Tarif Umum x 
Penghasilan Kena Pajak PPh Terutang sebulan = PPh Terutang setahun : 12 bulan 
Pegawai Tidak Tetap Atau Tenaga Lepas Harian, Mingguan, Satuan, Dan Borongan 
Besarnya PPh terutang dalam bentuk rumus apabila jumlah penghasilan bruto sehari 
melebihi Rp 200.000,00 tetapi penghasilan bruto kumulatif dalam 1 bulan kalender 
belum melebihi Rp 2.025.000,00 : PPh Terutang = 5% x (rata-rata penghasilan sehari – 
Rp 200,000,00) PPh terutang = 5% x (penghasilan bruto setahun – PTKP yang 
sebenarnya) PTKP yang sebenarnya adalah PTKP untuk jumlah hari kerja yang 
sebenarnya.  
 
Besarnya PPh terutang dalam bentuk rumus apabila penghasilan kumulatif yang 
diterima dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp 7.000.000,00 PPh Terutang = tarif 
umum x penghasilan kena pajak yang disetahunkan Bukan Pegawai Menerima atau 
memperoleh penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan Imbalan yang bersifat 
tidak berkesinambungan merupakan imbalan yang dibayarkan kepada wajib pajak 
orang pribadi bukan pegawai hanya satu kali dalam 1 tahun kalender sehubungan 
dengan pekerjaandan jasa PPh Pasal 21 sebulan = (50% x Penghasilan Bruto) x Tarif 
umum Menerima atau memperoleh penghasilan semata-mata dari satu pemberi 
penghasilan yang bersifat berkesinambungan PPh Pasal 21 sebulan = Tarif umum x 
(50% x (penghasilan bruto sebulan – PTKP per bulan) kumulatif 
Menerima/memperoleh penghasilan yang bersifat berkesinambungan dan mempunyai 
penghasilan lain yang berasal bukan hanya dari 1 pemberi penghasilan Contohnya 
adalah dokter yang bekerja di 2 atau lebih rumah sakit dalam tahun kalender yang 
sama.  
 
PPh terutang sebulan = Tarif umum x (50% x Penghasilan Bruto sebulan kumulatif) 
Peserta Kegiatan PPh Terutang = 5% x Penghasilan Bruto Pegawai Yang Menerima 
Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, THT, Atau JHT Yang 
Dibayarkan Sekaligus Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai berupa 
uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua (THT), atau jaminan hari tua 
(JHT) yang dibayarkan sekaligus dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final.  
 
Termasuk dalam pengertian dibayarkan sekaligus jika sebagian atau seluruh 
pembayarannya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun kalender. PPh 
terutang atas jumlah kumulatif uang pesangon = Tarif x Penghasilan Bruto Besarnya 
tarif tergantung pada jumlah penghasilan bruto : Sebesar 0% atas penghasilan bruto 
sampai dengan Rp 50.000.000,00 Sebesar 5% atas penghasilan bruto di atas Rp 
50.000.000,00 sampai dengan Rp 100,000,000,00 Sebesar 15% atas penghasilan bruto 
diatas Rp 100.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 Sebesar 25% atas 
penghasilan bruto diatas Rp 500.000.000,00 PPh terutang atas jumlah kumulatif uang 
manfaat pensiun, THT, atau JHT = Tarif x Penghasilan Bruto besarnya tarif tergantung 
pada jumlah penghasilan bruto : Sebesar 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 
50.000.000,00 Sebesar 5% atas penghasilan bruto diatas Rp 50.000.000,00 PPh terutang 
atas uang pesangon, uang manfaat pensiun, THT, atau JHT yang dibayarkan pada tahun 
ketiga dan tahun-tahun berikutnya = Tarif umum x Jumlah Bruto seluruh penghasilan 
yang terutang atau dibayarkan kepada pegawai pada masing-masing tahun kalender 
yang bersangkutan.  
 
PPh Pasal 21 yang dipotong atau dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun 
berikutnya tidak bersifat final dan dapat diperhitungkan sebagian kredit pajak. 
Penerima Uang Pensiun Berkala PPh terutang atas penghasilan pensiun dan gaji : 
Penghasilan Bruto sebulan RpXXXX,00 Pengurang Penghasilan Bruto (Biaya Pensiun) 
(RpXXXX,00) Penghasilan Neto Sebulan RpXXXX,00 Penghasilan Neto sebulan x 
banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai bulan 
Desember RpXXXX,00 Penghasilan Neto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima 
atau diperoleh dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan pensiun 
(RpXXXX,00) Total Penghasilan Neto RpXXXX,00 PTKP (pengurang penghasilan neto) 
(RpXXXX,00) Penghasilan kena pajak RpXXXX,00 PPh terutang atas penghasilan pensiun 
dan gaji = Tarif umum x Penghasilan Kena Pajak PPh terutang atas uang pensiun dalam 
tahun bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi PPh Pasal 21 atas penghasilan 
pensiun dan gaji dengan PPh Pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum 
pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti 
pemotongan PPh Pasal 21 sebelum pensiun.  
 
PPh terutang atas uang pensiun bulanan adalah sebesar PPh Pasal 21 atas uang pensiun 
dibagi dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun 
sampai dengan bulan Desember. Praktek Jenis, Bentuk, dan Isi SPT Tahunan Surat 
pemberitahuan tahunan yang tercantum pada pasal 3 ayat 1 pada Undang – Undang 
perpajakan meliputi: SPT Tahunan PPh SPT Masa PPN, dan SPT Masa PPN bagi 
pemungut PPN. Surat pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud berbentuk formulir 
kertas (hardcopy), atau dokumen elektronik.  
 
Bentuk dari dokumen surat pemberitahuan tahunan memuat Jenis pajak Nama Wajib 
Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak Masa Pajak, bagian tahun pajak, tahun pajak yang 
bersangkutan, dan Tanda tangan Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak SPT Tahunan PPh, 
selain berisi data sebagaimana yang dimaksud pada pasal (1), juga memuat data 
mengenai : 
Jumlah peredaran usaha. Jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang merupakan 
objek pajak. Jumlah penghasilan kena pajak. Jumlah pajak yang terutang.  
 
Jumlah kredit pajak. Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. Jumlah harta dan 
kewajiban. Tanggal pembayaran pajak penghasilan pasal 29 dan. Data lainnya yang 
terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak. Tatacara Sistem E-Biling Sesuai dengan 
peraturan undang-undang kementerian keuangan untuk pembayaran pajak secara 
ebiling sebagai penerimaan negara dan pengeluaran negara kepada kas negara.  
 
Kas negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri 
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan 
negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran negara (UU Kemenkeu : 2014). Dalam 
peraturan Undang-Undang No 32/PMK.05/2014 pasal 4 yang telah ditunjuk Bendahara 
Umum Negara sebagai Bank/Pos Persepsi harus memenuhi syarat yaitu : a.  
 
Didirikan/beroperasi di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
Republik Indonesia. b. Memiliki peringkat komposit minimum 3 (tiga) selama 12 (dua 
belas) bulan terakhir, khusus untuk bank umum, c. Sanggup mematuhi ketentuan 
perundang-undangan Republik Indonesia, d.  
 
Bersedia diperiksa oleh BUN / Kuasa BUN atas pelaksanaan pengelolaan setoran 
Penerimaan Negara yang diterima, e. Memiliki sistem informasi yang terhubung secara 
online dengan sistem Penerimaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia. f. 
Lulus UAT yang dilaksanakan oleh kuasa BUN Pusat, dan g.  
 
Bersedia menandatangani perjanjian sebagai Bank/Pos Persepsi dengan Direktur Jendral 
Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat. Dalam rangka pelaksanaan Penerimaan 
Negara secara elektronik, Wajib Pajak/ Wajib Bayar/Wajib Setor melaksanakan 
penyetoran Penerimaan Negara melalui sarana layanan Penerimaan Negara dalam 
bentuk : Layanan pada loket/ teller (over the counter) dan/ atau Layanan dengan 
menggunakan Sistem Elektronik lainnya.  
 
Kode billing diterbitkan oleh sistem Penerimaan Negara.Untuk melakukan pembayaran 
secara ebilling yaitu dengan cetak kode billing. Kode billing dapat diperoleh sebagai 
berikut : Aplikasi online pajak merupakan application services provider (ASP) yang 
disahkan Direktur Jenderal Pajak untuk membuat ID billing berdasarkan surat keputusan 
pemerintah.  
 
Teller bank tertentu (bank persepsi) yang telah disetujui seperti bank BNI, Mandiri, BCA, 
dan Citilink dan melalui kantor pos (pos persepsi). Melalui SSE 2 disitus pajak.go.id atau 
Direktorat Jenderal Pajak online. Melalui SMS ID billing bagi pelanggan telkomsel 
*141*500#. Melalui layanan billing di kantor Pelayanan Pajak (KPP) / kantor pelayanan 
penyuluhan dan konsultasi pajak (kp2kp).  
 
Melalui layanan Kring Pajak ke nomor 1-500-200 (khusus wajib pajak pribadi). Melalui 
layanan internet banking (untuk bank tertentu). Pendaftaran peserta E-Billing 
Pendaftaran dilakukan untuk memperoleh user ID dan PIN secara online melalui aplikasi 
billing DJP dan mengaktifkan akun pengguna melalui konfirmasi email. 
Langkah-langkah pendaftaran dilakukan sebagai berikut : Buka website 
https://sse.pajak.go.id / Gambar 3.1
Melakukan pendaftaran dilakukan dengan mengeklik “daftar baru” (NPWP dan alamat 
email, email harus valid karena akan digunakan untuk validasi).  
 
Isikan data dengan sebenarnya sesuai isian dalam aplikasi. / Gambar 3.2 Akan muncul 
notifikasi apabila data berhasil disimpan. Buka e-mail yang baru didaftarkan untuk 
mengaktifkan account . Klik link aktivasi yang ada di email. / Gambar 3.3 
Pembuatan Kode Biling Pembuatan kode billing dilakukan wajib pajak dengan 
melakukan input data setoran pajak yang akan dibayarkan.  
 
Input data dilakukan atas nama dan NPWP sendiri atau atas nama dan NPWP sendiri 
atau atas nama dan NPWP wajib pajak lain sehubungan dengan kewajiban sebagai wajib 
pungut. Input data dilakukan dengan terlebih dahulu log in dengan memasukan user id 
dan PIN akun pengguna aplikasi biling DJP yang telah aktif. Kode biling yang diperoleh 
berlaku selama 48 jam sejak diterbitkan dan tidak dapat dipergunakan setelah melewati 
jangka waktu tersebut.  
 
Langkah-langkah pembuatan kode billing dilakukan sebagai berikut : Login ke situs SSE 
pajakhttp://sse.pajak.go.id/, kemudian masukan NPWP dan PIN yang sudah dikirimkan 
ke email. / Gambar 4.1 Pembuatan Kode Billing Tampilan awal setelah berhasil login. / 
Gambar 4.2 Untuk melakukan pemotongan/pemungutan atas wajib pajak silahkan 
terlebih dahulu hapus NPWP anda di halaman input data.  
 
Kemudian input NPWP untuk wajib pajak yang akan dibayarkan./ Gambar 4.3 
Setelah selesai memasukan data silahkan kilik “simpan”. Berikutnya akan muncul 
halaman konfirmasi ulang atas data yang telah diinput, pastikan data tersebut sudah 
benar kemudian silahkan tekan tombol “Terbitkan Kode Billing”. / Gambar 4.4 Sistem 
akan menampilkan kode billing sejumlah 15 digit angka yang akan digunakan untuk 
pembayaran pajaknya.  
 
Wajib Pajak dapat mencetak perekaman billing atau cukup mencatat kode billing yang 
dibutuhkan. / Gambar 4.5 Pembayaran dilakukan dengan menggunakan kode billing 
yang telah diperoleh dari aplikasi billing DJP melalui teller bank/pos persepsi, Internet 
banking, mesin ATM dan mesin EDC.  
 
Pemerintah mempermudah pelaporan SPT Tahunan terhadap Wajib Pajak UMKM 
dengan membayar pajak UMKM melalui sms center di tempat yang telah ditunjuk oleh 
kementerian keuangan sebagai tempat pembayaran pajak seperti kantor pelayanan 
penyuluhan perpajakan bumiayu yaitu sebagai berikut : 
BILLING <spasi> NPWP 15 DIGIT <spasi> PP23 <spasi> BULAN <spasi> TAHUN 
<spasi> NOMINAL SMS dikirimkan ke nomor berikut : 081902222501 dalam jam 
pelayanan pukul 08.00 sd 16.30 WIB senin-jum’at.  
 
Wajib pajak mendapatkan balasan berupa 15 digit kode billing pajak untuk pembayaran 
pajak. Catat dan serahkan 15 digit kode billing tersebut ke teller bank/pos, ATM, 
Internet banking, atau edc/MINI ATM yang tersedia di kantor pajak paling lambat 7 hari 
setelah kode diterima.  
 
Pembayaran pajak sesuai dengan peraturan kementerian keuangan dapat dilakukan 
oleh wajib pajak yang telah ditunjuk sebagai tempat sarana sistem penerimaan negara 
yaitu sebagai berikut : Bank persepsi (ATM) Pos persepsi 1. Bank persepsi Bank persepsi 
adalah bank umum yang di tunjuk oleh Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat untuk 
menerima setoran penerimaan negara.  
 
Sistem penerimaan negara pada bank persepsi (anjungan tunai mandiri) dapat 
melakukan transaksi pembayaran pajak sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan. 
Cara melakukan tansaksi pembayaran pajak melalui mesin ATM sebagai berikut : 
Masukan kartu ATM dan PIN. / Gambar 5.1 Bank Persepsi Pilih menu “Bayar/Beli”. / 
Gambar 5.2 Pilih menu “Lainnya”. / Gambar 5.3 
Pilih menu “Lainnya”. / Gambar 5.4 Masukan kode perusahaan/institusi. / Gambar 5.5  
 
Pilih “Daftar Kode” untuk mengetahui kode DJP. / Gambar 5.6 Kode institusi DJP, 
masukan kodenya. / Gambar 5.7 Masukan kode Billing. / Gambar 5.8 Pilih item 
pembayaran. / Gambar 5.9 
 Cek kembali detail pembayaran.  
 Gambar 5.10 Transaksi selesai / Gambar 5.11 Pos persepsi Pos persepsi adalah Kantor 
Pos yang ditunjuk oleh Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat untuk menerima setoran 
penerimaan negara.  
 
Pt Pos Indonesia (Persero) disebut kantor pos adalah badan usaha milik negara yang 
mempunyai unit pelaksana teknis di daerah yaitu sentral giro/sentral giro 
gabungan/sentral gabungan khusus serta Kantor Pos. Cara melaksanakan transaksi 
pembayaran pajak melalui kantor pos sebagai berikut : Cetak kode billing di kantor 
pelayanan pajak/kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan sesuai 
nominal pembayaran pajak yang akan di bayar.  
 
Kode billing yang sudah di cetak lalu diberikan ke teller pos Indonesia untuk melakukan 
transaksi pembayaran pajak. Tempat, Waktu, dan Tata cara penyampaian pembayaran 
pajak dengan menggunakan sistem E-Billing. Pelaksanaan pembayaran pada sistem 
E-Billing di kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan bumiayu sesuai 
dengan Undang-Undang No 32/PMK.05/2014 Pasal 3 ayat 2 dalam peraturan kemenkeu 
yang telah ditunjuk sebagai bank/pos persepsi dengan persyaratan sebagai berikut : 
Didirikan/beroperasi di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
Republik Indonesia. Memiliki peringkat komposit minimum 3 (tiga) selama 12 (dua 
belas) bulan terakhir, khusus untuk bank umum.  
 
Sanggup mematuhi ketentuan perundang-undanganRepublik Indonesia. Bersedia 
diperiksa oleh BUN/Kuasa BUN atas pelaksanaan pengelolaan setoran Penerimaan 
Negara yang diterima. 
Memiliki sistem informasi yang terhubung secara online dengan sistem Penerimaan 
Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia.  
 
Lulus UAT yang dilaksanakan oleh Kuasa BUN Pusat, dan Bersedia menandatangani 
perjanjian sebagai Bank/Pos Persepsi dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku 
Kuasa BUN Pusat. Tarif usaha UMKM dalam sistem e-billing Pemerintah negara republik 
Indonesia memberikan kemudahan, kesederhanaan untuk mendorong masyarakat 
dalam berperan kegiatan ekonomi melalui evaluasi peraturan pemerintah Nomor 46 
tahun 2013 tentang skema baru pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari usaha 
yang diterima oleh Wajib Pajak (WP) yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dengan 
perubahan peraturan tarif usaha UMKM sebagai berikut Penurunan tarif bulan 
juli–desember sebesar 0.5  
 
% dari penghasilan bruto. Penambahan jangka waktu pelaporan SPT tahunan untuk 
usaha UMKM. Hak memilih untuk dikenakan PPh final atau tidak (dengan kewajiban 
pemberitahuan). Penyesuaian kriteria Wajib Pajak Badan. Penyesuaian pengecualian 
Subjek yang dikenai PP. Penegasan omzet untuk Wajib Pajak Orang Pribadi status PH & 
MT. Penambahan cara penyetoran dipotong/dipungut. Peraturan tarif usaha UMKM 
yang masih tetap yaitu sebagai berikut : Batasan omzet penghasilan sebesar Rp 
4.800.000.000,00.  
 
Dasar pengenaan pajak. Pengecualian objek pajak. Denda dalam pelaporan SPT 
Tahunan Berdasarkan ketentuan UU No.28/2007 perubahan ketiga atas UU No.6/1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka ditetapkan bahwa sanksi 
yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilannya adalah 
sebagai berikut : Wajib Pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan PPh 
21 akan dikenakan denda sebesar Rp100.000,00.  
 
Wajib Pajak Badan/Perusahaan terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan PPh 22 
akan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000,00. Denda untuk Surat Pemberitahuan Masa 
Lainnya sebesar Rp100.000,00. Dari ketentuan tersebut pemerintah memberikan 
kemudahan khusus dengan tidak memberikan denda bial wajib pajak terlambat atau 
tidak melaporkan SPT Tahunan PPh, yakni: Orang yang sudah meninggal. Orang yang 
sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan. Orang yang berstatus warga 
negara asing yang tidak lagi tinggal di Indonesia.  
 
Bentuk usaha tetap yang tidakmelakukan kegiatannya di Indonesia. Perusahaan yang 
tidak melakukan kegiatan usaha tapi belum dibubarkan sesuai ketentuan berlaku. 
Orang yang mengalami musibah bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK). Orang yang dalam keadaan mengalami kerusuhan massal, 
kebakaran, ledakan bom atau aksi terorisme, perang antar suku, maupun kegagalan 
sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan.  
 
BAB IV Kesimpulan Dan Saran Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan dari bab–bab 
sebelumnya yang disampaikan, maka di simpulkan bahwa : Kantor pelayanan 
penyuluhan dan konsultasi pajak bumiayu (kp2kp) adalah kantor milik negara cabang 
dari kantor pelayanan pajak kota tegal (kpp) yang memiliki tujuan dan tugas untuk 
membantu kantor pelayanan pajak kota tegal melayani dan menginput data Wajib Pajak 
orang pribadi dan badan.  
 
Dari hasil laporan menunjukan bahwa kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi 
perpajakan bumiayu memiliki target pencapaian pelayanan pajak pada Wajib Pajak 
dalam 1 tahun pelaporan pajak Wajib pajak orang pribadi dan badan mencapai target. 
Pada sistem administrasi pelayanan pajak pada kantor pelayanan penyuluhan dan 
konsultasi perpajakan bumiayu sudah sesuai prosedur dengan ketentuan 
Undang–Undang Perpajakan yang ditetapkan direktorat jenderal pajak dan dalam 
penerimaan keuangan negara pada pajak sangat baik.  
 
Saran Berdasarkan hasil kesimpulan diatas disarankan bahwa : Perlu adanya peningkatan 
dan pemeriksaan yang stabil terhadap pelayanan Wajib Pajak orang pribadi dan badan 
pada dokumen SPT manual ataupun elektronik. Perlu adanya peningkatan dalam rangka 
penyuluhan terhadap Wajib Pajak tentang pengetahuan peran pajak Orang Pribadi dan 
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